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Abstract 
 

This study examines the nexus between digital governance and rural community participation 
through a bibliometric approach based on Scopus-indexed publications from 2011 to 2026. The 
rapid advancement of digital technologies has transformed public governance systems, 
particularly in rural contexts where access, inclusion, and participation remain critical 
challenges. Using the PRISMA framework, 512 documents were initially identified and 
systematically filtered to obtain 30 highly relevant articles. The data were analyzed using 
VOSviewer to map the structure, trends, and evolution of research in this field. The findings 
reveal a significant increase in scholarly attention over the past decade, indicating a growing 
global interest in integrating digital governance with rural development. Network visualization 
identifies four major thematic clusters: (1) digital governance and rural development, (2) good 
governance and citizen participation, (3) technology and public service delivery, and (4) 
academic and methodological dimensions. Density and overlay analyses further demonstrate a 
shift from traditional e-government approaches toward more complex and integrated concepts 
such as smart governance, digital inclusion, and rural digitalization. The study highlights that 
digital governance is shaped by three interrelated dimensions: technological innovation, 
governance quality, and community participation. However, persistent challenges such as the 
digital divide, limited infrastructure, and low digital literacy hinder its effective implementation 
in rural areas. This research contributes to the literature by providing a comprehensive 
bibliometric mapping and theoretical synthesis of digital governance in rural contexts. It also 
offers policy insights for developing inclusive, participatory, and sustainable digital governance 
frameworks at the global level. 
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Transformasi digital dalam sektor publik 
telah menjadi fenomena global yang secara 
fundamental mengubah cara pemerintah 
berinteraksi dengan masyarakat. Konsep digital 
governance tidak lagi terbatas pada digitalisasi 
layanan administratif, tetapi berkembang menjadi 

sistem tata kelola yang mengintegrasikan 
teknologi informasi, partisipasi warga, serta 
prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengambilan keputusan publik(Jayakumar & 
Prabakar, 2024; Liao et al., 2025; Robles-Gamboa 
& Herna ndez-Cenzano, 2025; Xu et al., 2025; M. 
Zhang & Huo, 2026). Dalam konteks perdesaan, 
digital governance memiliki peran strategis dalam 
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menjembatani kesenjangan pembangunan, 
memperluas akses layanan publik, serta 
memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam 
proses pemerintahan(Cheng et al., 2026). Di 
berbagai negara, terutama di kawasan Asia dan 
negara berkembang, penerapan e-government 
dan teknologi digital telah mendorong lahirnya 
model tata kelola yang lebih inklusif, meskipun 
masih dihadapkan pada tantangan struktural 
seperti kesenjangan digital (digital divide), 
keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya 
literasi teknologi masyarakat desa. Oleh karena 
itu, keterkaitan antara tata kelola digital dan 
partisipasi masyarakat perdesaan menjadi isu 
krusial dalam diskursus pembangunan 
kontemporer(Das, 2025; Paraus ic  et al., 2025). 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 
digital governance berkontribusi terhadap 
peningkatan kualitas layanan publik dan 
partisipasi warga. Studi awal menekankan bahwa 
e-government mampu meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas melalui 
pemanfaatan teknologi informasi(Bo, 2025; D’ 
Amato Castillo, 2025; Jia, 2024; Manoorkar & 
Yampe, 2025; Meng et al., 2025; Zhao et al., 2025; 
Zheng et al., 2025). Perkembangan selanjutnya 
mengarah pada konsep smart governance yang 
menekankan kolaborasi antara pemerintah dan 
masyarakat berbasis teknologi digital (Andre s 
Restrepo Guzma n et al., 2025; Fro hlich et al., 2023; 
Harshavarthan & Ayyanathan, 2025; Novianti & 
Syahid, 2026; Prasetyoningsih & Kusmayanti, 
2025; Song et al., 2025; Yang et al., 2025). 
Penelitian di India dan China menunjukkan bahwa 
digitalisasi desa mampu meningkatkan efisiensi 
layanan serta memperkuat keterlibatan 
masyarakat dalam pembangunan lokal, terutama 
melalui platform digital dan layanan berbasis 
internet. Sementara itu, studi di Indonesia 
menegaskan bahwa implementasi digital 
governance pada tingkat desa, seperti melalui 
program desa digital, mampu mendorong 
transparansi pengelolaan anggaran dan 
memperluas partisipasi masyarakat(Dhal & Singh, 
2025; Ranjan et al., 2025; Reji et al., 2025; Salet & 
Parekh, 2023; Salwan & Bisht, 2023). Namun 
demikian, penelitian lain juga menemukan bahwa 
adopsi teknologi tidak selalu berbanding lurus 
dengan peningkatan partisipasi, karena 
dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, literasi 
digital, serta kesiapan institusional(Bai & Yang, 
2025; Duan & Dong, 2025; Kundu et al., 2025).  

Meskipun literatur mengenai digital 
governance dan partisipasi masyarakat telah 
berkembang pesat, terdapat sejumlah 
kesenjangan penelitian. Pertama, sebagian besar 

studi masih bersifat sektoral dan terfragmentasi, 
dengan fokus pada aspek teknologi atau kebijakan 
secara terpisah, sehingga belum memberikan 
gambaran holistik mengenai keterkaitan antara 
keduanya. Kedua, kajian yang secara khusus 
mengintegrasikan konteks perdesaan dengan 
pendekatan bibliometrik masih relatif terbatas, 
terutama yang memetakan struktur pengetahuan 
dan tren penelitian secara global. Ketiga, terdapat 
kurangnya sintesis sistematis yang mampu 
mengidentifikasi pola hubungan antar konsep 
kunci seperti service, efficiency, transparency, dan 
community participation, sebagaimana terlihat 
dalam visualisasi VOSviewer yang menunjukkan 
keterkaitan kuat antar variabel dengan total link 
strength sebesar 11.641. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa meskipun penelitian telah berkembang, 
pemahaman komprehensif mengenai dinamika 
dan evolusi bidang ini masih memerlukan 
pendekatan analisis yang lebih integratif. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, studi ini 
menawarkan kebaruan (novelty) melalui 
pendekatan bibliometrik berbasis data Scopus 
yang dikombinasikan dengan analisis visual 
menggunakan VOSviewer. Kebaruan utama studi 
ini terletak pada upaya mengintegrasikan 
berbagai dimensi-teknologi digital, tata kelola, dan 
partisipasi masyarakat perdesaan-dalam satu 
kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, 
studi ini tidak hanya memetakan tren publikasi, 
tetapi juga mengidentifikasi klaster tematik 
utama, struktur jaringan pengetahuan, serta 
hubungan antar konsep kunci dalam literatur 
global. Dengan demikian, studi ini memberikan 
kontribusi teoritis dalam memperkuat 
pemahaman mengenai nexus antara digital 
governance dan partisipasi masyarakat, sekaligus 
kontribusi metodologis dalam penggunaan 
analisis bibliometrik untuk kajian pemerintahan 
dan pembangunan perdesaan. 
 

Studi ini menggunakan pendekatan 
Systematic Literature Review (SLR) dengan 
kerangka PRISMA(Rethlefsen et al., 2021; Sarkis-
Onofre et al., 2021; Tugwell & Tovey, 2021) untuk 
memastikan proses seleksi literatur yang 
transparan, sistematis, dan dapat direplikasi. Data 
diperoleh dari database Scopus melalui query: 
TITLE-ABS-KEY ("digital governance" OR "e-
government" OR "community participation" OR 
"rural") AND PUBYEAR > 2011 AND PUBYEAR < 
2026, yang menghasilkan 512 dokumen awal. 
Proses seleksi dilakukan melalui empat tahap. 
Tahap identifikasi mencakup pengumpulan 
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seluruh dokumen tanpa seleksi awal. Tahap 
penyaringan (screening) dilakukan dengan 
menghapus duplikasi, membatasi jenis dokumen 
pada artikel jurnal, serta memilih artikel 
berbahasa Inggris dan relevan secara judul, 
sehingga tersisa 210 artikel. Tahap kelayakan 
(eligibility) melibatkan evaluasi mendalam 
terhadap abstrak dan isi berdasarkan kriteria 
relevansi substansi, konteks perdesaan, dan 
kontribusi ilmiah, sehingga diperoleh 75 artikel. 

Tahap terakhir, inklusi (inclusion), dilakukan 
dengan mempertimbangkan kualitas, kedalaman 
analisis, serta representasi tematik berdasarkan 
hasil VOSviewer. Hasil akhir menunjukkan 30 
artikel yang paling relevan dan representatif 
untuk dianalisis, sehingga mampu memberikan 
sintesis ilmiah yang komprehensif mengenai 
keterkaitan antara tata kelola digital dan 
partisipasi masyarakat perdesaan. 

 
Tabel PRISMA: 
Tahapan 
PRISMA 

Proses Seleksi Kriteria Jumlah 
Dokumen 

Identifikasi Pencarian di Scopus menggunakan 
query TITLE-ABS-KEY 

Semua jenis dokumen (awal) 512 

Penyaringan Eliminasi duplikasi, seleksi jenis 
dokumen & bahasa, screening judul 

Artikel jurnal, bahasa Inggris, 
relevansi awal 

210 

Kelayakan Review abstrak dan isi artikel secara 
mendalam 

Relevansi substansi, konteks rural, 
kontribusi teoritis/empiris 

75 

Inklusi Seleksi akhir berdasarkan kualitas 
dan representasi tema 

Artikel paling relevan dan 
representative 

30 

 

 

Dinamika Perkembangan Publikasi Digital 
Governance dan Partisipasi Masyarakat 
Perdesaan 

Transformasi digital dalam sektor publik telah 
mendorong lahirnya gelombang baru penelitian 
yang berfokus pada integrasi teknologi dengan 
tata kelola pemerintahan. Berdasarkan analisis 

terhadap 512 dokumen yang diindeks dalam 
Scopus, terlihat bahwa perkembangan publikasi 
mengenai digital governance dan partisipasi 
masyarakat perdesaan menunjukkan pola yang 
dinamis dan evolutif. Tren ini tidak hanya 
mencerminkan perkembangan teknologi, tetapi 
juga perubahan paradigma dalam tata kelola 
publik yang semakin partisipatif dan berbasis 
data. 

 

 
Gambar 1. Dukumen berdasarkan Tahun (Sumber: Basis Data Scopus) 

 

Pada fase awal (2011–2014), jumlah publikasi 
relatif rendah dan cenderung stabil. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada periode tersebut, 
kajian digital governance masih berada dalam 
tahap konseptualisasi awal. Literatur lebih banyak 
berfokus pada definisi e-government dan 
implementasi teknologi sebagai alat administratif 
(Bannister & Connolly, 2012; Heeks & Bailur, 

2013) . Fokus utama pada periode ini adalah 
bagaimana teknologi dapat meningkatkan 
efisiensi birokrasi dan akses informasi publik. 
Memasuki periode 2015–2019, terjadi 
peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah 
publikasi. Hal ini beriringan dengan 
berkembangnya konsep smart governance yang 
mengintegrasikan teknologi, partisipasi 
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masyarakat, dan inovasi kebijakan(Ben Hassen & 
El Bilali, 2026; D’ Amato Castillo, 2025; Ndlovu et 
al., 2023; Su, 2026) Selain itu, munculnya 
teknologi baru seperti big data, artificial 
intelligence, dan internet of things (IoT) turut 
memperluas ruang lingkup penelitian digital 
governance(“17th IFIP WG 8.5 International 
Conference on Electronic Participation, EPart 
2025,” 2026; Aikins & Dimitrijevska-Markoski, 
2026; Li & Luo, 2024; Manoorkar & Yampe, 2025; 
Wang & Gao, 2025). 

Lonjakan signifikan terlihat pada periode 
2020-2025, dengan puncak publikasi pada tahun 
2025. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari 
dampak pandemi COVID-19 yang mempercepat 
adopsi teknologi digital dalam berbagai sektor, 
termasuk pemerintahan. (Asimakopoulos et al., 
2025; Gothankar et al., 2024; Mukminto et al., 
2023) menegaskan bahwa pandemi menjadi 
katalis utama dalam transformasi digital sektor 
publik, termasuk dalam memperluas akses 

layanan di wilayah perdesaan . Hal ini 
menunjukkan bahwa digital governance tidak lagi 
menjadi pilihan, tetapi kebutuhan strategis dalam 
menghadapi krisis global. 
 
Struktur Kontribusi Akademik: Penulis dan 
Jaringan Pengetahuan 

Distribusi publikasi berdasarkan penulis 
menunjukkan bahwa bidang ini belum 
sepenuhnya terkonsolidasi dalam satu kelompok 
peneliti dominan (Gambar 2). Meskipun terdapat 
beberapa penulis dengan produktivitas tinggi, 
kontribusi penelitian masih tersebar luas. Hal ini 
menunjukkan bahwa kajian digital governance 
dan partisipasi masyarakat perdesaan bersifat 
terbuka dan multidisipliner. Fenomena ini 
memiliki dua implikasi penting. Pertama, adanya 
keberagaman perspektif dalam penelitian 
memungkinkan eksplorasi teori dan metode yang 
lebih luas.

 

 
 Gambar 2. Dukumen berdasarkan Penulis (Sumber: Basis Data Scopus) 

 
 

Kedua, belum adanya dominasi epistemik 
menunjukkan bahwa bidang ini masih dalam 
tahap perkembangan dan belum mencapai 
kematangan teoritis. Dalam konteks ini, penelitian 
bibliometrik menjadi penting untuk memetakan 
struktur pengetahuan dan mengidentifikasi aktor-
aktor kunci dalam bidang ini. 
 
Pusat Produksi Pengetahuan: Analisis Afiliasi 
Institusi 

Analisis afiliasi menunjukkan bahwa 
institusi pendidikan tinggi di Asia, khususnya 
China dan India, mendominasi produksi penelitian 
dalam bidang ini (Gambar 3). Hal ini 

mencerminkan bahwa negara berkembang 
menjadi pusat eksperimen dalam implementasi 
digital governance, terutama dalam konteks 
perdesaan. Dominasi China dapat dikaitkan 
dengan kebijakan nasional seperti Digital China 
dan Rural Revitalization Strategy, yang mendorong 
integrasi teknologi dalam pembangunan desa. 
Sementara itu, India melalui program Digital India 
juga mengembangkan infrastruktur digital di 
wilayah perdesaan. Hal ini sejalan dengan temuan 
(Kalokar et al., 2026; Nair & Mishra, 2025; 
Sihotang et al., 2023) yang menyatakan bahwa 
negara berkembang memiliki kebutuhan yang 
lebih mendesak untuk mengadopsi digital 
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governance guna meningkatkan efisiensi layanan 
publik dan mengatasi ketimpangan 
pembangunan. 

 

 

 
Gambar 3. Dokumen berdasarkan Afiliasi (Sumber: Basis Data Scopus) 
 

Ekosistem Publikasi: Sumber Jurnal dan 
Diseminasi Ilmiah 

Distribusi sumber publikasi menunjukkan 
bahwa penelitian tersebar pada berbagai jurnal 
dan prosiding, dengan dominasi pada jurnal yang 
berfokus pada teknologi informasi dan 
administrasi public (Gambar 4). Hal ini 
menunjukkan bahwa digital governance 
merupakan bidang yang bersifat lintas disiplin. 

Jurnal seperti Government Information Quarterly 
memainkan peran penting sebagai platform utama 
dalam diseminasi penelitian digital 
governance(Levesque et al., 2024). Selain itu, 
kehadiran prosiding konferensi menunjukkan 
bahwa bidang ini masih berkembang dan banyak 
penelitian awal dipresentasikan dalam forum 
akademik sebelum dipublikasikan secara formal. 

 

 

 
Gambar 4. Dokumen berdasarkan tahun dan sumber  (Sumber: Basis Data Scopus) 

 

Distribusi Geografis: Perspektif Global dan 
Konteks Lokal 

Analisis geografis menunjukkan bahwa 
China, India, dan Indonesia merupakan negara 

dengan kontribusi publikasi tertinggi. Hal ini 
menunjukkan bahwa isu digital governance dan 
partisipasi masyarakat perdesaan memiliki 
relevansi yang tinggi di negara berkembang. 
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Konteks perdesaan di negara berkembang 
seringkali menghadapi tantangan seperti 
keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi 
digital, dan keterbatasan sumber daya. Oleh 

karena itu, digital governance menjadi solusi 
strategis untuk meningkatkan akses layanan 
publik dan memperkuat partisipasi masyarakat. 

 

 

 
Gambar 5. Dokumen berdasarkan Negara (Sumber: Basis Data Scopus) 

 

Karakteristik Dokumen dan Evolusi Penelitian 
Distribusi jenis dokumen menunjukkan 

dominasi artikel jurnal (41,6%) dan conference 
paper (30,1%) (Gambar 6). Hal ini menunjukkan 

bahwa bidang ini masih dalam tahap berkembang, 
dengan banyak penelitian awal dipresentasikan 
dalam konferensi sebelum dipublikasikan secara 
penuh.

 

 
Gambar 6. Dukumen berdasarkan Jenis (Sumber: Basis Data Scopus) 
 

Analisis Cluster VOSviewer 
Analisis jaringan menggunakan VOSviewer 

mengungkapkan bahwa struktur pengetahuan 
dalam kajian digital governance dan partisipasi 
masyarakat perdesaan tidak bersifat linier, 
melainkan terbentuk dalam konfigurasi empat 
klaster utama yang saling terhubung secara 
intensif. Dengan total link strength yang tinggi, 
jaringan ini menunjukkan bahwa perkembangan 

literatur tidak terfragmentasi, tetapi bergerak 
dalam pola integratif yang menghubungkan 
teknologi, tata kelola, dan masyarakat (Gambar 7). 

 
Cluster 1: Digital Governance dan 
Pembangunan Perdesaan 

Klaster pertama merepresentasikan 
dimensi struktural dan pembangunan yang 
berfokus pada integrasi teknologi digital dalam 
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konteks perdesaan. Kata kunci dominan seperti 
digital governance, village, agriculture, farmer, 
rural revitalization, dan digital technology 
menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya 
diposisikan sebagai alat administratif, tetapi 
sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi 
desa. Dalam perspektif teoritis, klaster ini 
mencerminkan pendekatan developmental 
governance, di mana negara dan institusi publik 
menggunakan teknologi untuk mendorong 

pembangunan berbasis wilayah. Studi di China, 
misalnya, menunjukkan bahwa digitalisasi desa 
mampu meningkatkan efisiensi produksi 
pertanian, memperluas akses pasar, serta 
mengurangi kesenjangan antara wilayah urban 
dan rural (X. Chen et al., 2025; B. Zhang et al., 2025; 
M. Zhang & Huo, 2026; R. Zhang & Zhao, 2025; 
Zheng et al., 2025). 

 

 

 
Gambar 7. Analisis Jaringan dan klister 

 
Namun demikian, temuan dalam klaster ini 

juga mengindikasikan adanya paradoks. Di satu 
sisi, teknologi membuka peluang pemberdayaan 
masyarakat desa, di sisi lain, ketergantungan pada 
infrastruktur digital berpotensi memperdalam 
kesenjangan jika tidak diimbangi dengan 
kebijakan inklusif. Hal ini menegaskan bahwa 
digital governance dalam konteks perdesaan tidak 
dapat dilepaskan dari isu keadilan sosial dan 
distribusi sumber daya. 
 
Cluster 2: Good Governance dan Partisipasi 
Warga 

Klaster kedua berfokus pada dimensi 
normatif tata kelola, dengan kata kunci seperti 
transparency, accountability, citizen, efficiency, dan 
trust. Klaster ini menunjukkan bahwa digital 
governance tidak hanya berkaitan dengan 
teknologi, tetapi juga dengan prinsip-prinsip good 
governance yang menjadi fondasi legitimasi 
pemerintahan. Dalam literatur klasik, e-
government dipandang sebagai alat untuk 
meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas(Ferdous, 2025; Lin & Zeng, 2025; 
Olarinde et al., 2026; Paraus ic  et al., 2025; 
Pontones-Rosa et al., 2023; Sihotang et al., 2023; 

Yusuf et al., 2023). Namun, perkembangan terbaru 
menunjukkan bahwa teknologi juga berfungsi 
sebagai medium untuk memperluas partisipasi 
masyarakat melalui platform digital (e-
participation)(Ayebare & Sam, 2025; Pontones-
Rosa et al., 2023; Tissayakorn, 2025) menegaskan 
bahwa partisipasi digital tidak hanya 
meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga 
memperkuat kepercayaan publik terhadap 
pemerintah . 

Yang menarik, dalam jaringan VOSviewer, 
klaster ini memiliki konektivitas tinggi dengan 
klaster teknologi dan pembangunan desa. Hal ini 
menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat 
bukanlah variabel independen, melainkan bagian 
integral dari ekosistem digital governance. Dengan 
kata lain, keberhasilan digital governance sangat 
bergantung pada kemampuan pemerintah untuk 
membangun hubungan interaktif dengan warga. 
 
Cluster 3: Teknologi dan Pelayanan Publik 

Klaster ketiga merepresentasikan dimensi 
operasional digital governance, dengan fokus pada 
penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. 
Kata kunci seperti service, use, adoption, internet, 
communication technology, dan evaluation 
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menunjukkan bahwa penelitian dalam klaster ini 
berorientasi pada implementasi dan efektivitas 
teknologi. Dalam konteks ini, teori adopsi 
teknologi menjadi relevan, terutama dalam 
menjelaskan bagaimana masyarakat menerima 
dan menggunakan layanan digital(Budai et al., 
2025; Caplanova & Szakadatova, 2025; Y. Chen et 
al., 2025; Dí az Caldero n et al., 2025; Doan et al., 
2026; Ishola et al., 2025; Lamba & Srinivasan, 
2025; Liu & Yuan, 2025; M. Zhang & Huo, 2026) 
menunjukkan bahwa faktor seperti kepercayaan, 
kemudahan penggunaan, dan manfaat yang 
dirasakan menjadi determinan utama dalam 
adopsi e-government Namun, klaster ini juga 
mengungkap tantangan yang signifikan, terutama 
di wilayah perdesaan. Keterbatasan infrastruktur, 
rendahnya literasi digital, serta kesenjangan akses 
menjadi hambatan utama dalam implementasi 
layanan digital. Oleh karena itu, teknologi tidak 
dapat dipandang sebagai solusi tunggal, tetapi 
harus diintegrasikan dengan kebijakan sosial dan 
pendidikan. 

 
 

 
 

Cluster 4: Dimensi Akademik dan Metodologis 
Klaster keempat berkaitan dengan dimensi 

epistemologis dalam penelitian, yang ditunjukkan 
oleh kata kunci seperti paper, article, survey, 
author, dan method. Klaster ini mencerminkan 
bagaimana pengetahuan dalam bidang digital 
governance diproduksi, didistribusikan, dan 
dikembangkan. Keberadaan klaster ini 
menunjukkan bahwa bidang digital governance 
telah berkembang menjadi domain penelitian 
yang mapan dengan pendekatan metodologis yang 
beragam, mulai dari studi kualitatif hingga analisis 
kuantitatif berbasis data besar. Hal ini 
memperkuat posisi digital governance sebagai 
bidang multidisipliner yang menggabungkan ilmu 
sosial, teknologi, dan kebijakan publik. 
 
Intensitas Penelitian (Analisis Density) 

Visualisasi density memberikan gambaran 
mengenai tingkat intensitas dan frekuensi 
kemunculan kata kunci dalam literatur. Warna 
kuning menunjukkan area dengan kepadatan 
tinggi, yang mengindikasikan fokus utama 
penelitian. 
 
 

 
Gambar 8. Density Visualization (Sumber: VOSviewer) 

 
Kata kunci seperti service, e-government, 

dan digital governance muncul sebagai pusat 
gravitasi dalam peta penelitian (Gambar 8). Hal ini 
menunjukkan bahwa pelayanan publik berbasis 
teknologi merupakan isu dominan dalam literatur. 
Selain itu, munculnya kata kunci seperti efficiency, 
transparency, dan adoption menunjukkan bahwa 
penelitian tidak hanya berfokus pada teknologi, 
tetapi juga pada dampaknya terhadap kinerja 

pemerintahan dan partisipasi masyarakat. 
Interpretasi penting dari analisis ini adalah bahwa 
literatur digital governance cenderung 
berorientasi pada problem-solving, yaitu 
bagaimana teknologi dapat digunakan untuk 
meningkatkan kualitas layanan publik dan tata 
kelola. 
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Evolusi Penelitian (Analisis Overlay) 
Analisis overlay menunjukkan 

perkembangan temporal penelitian dengan 
menggunakan gradasi warna. Warna biru 

menunjukkan topik lama, sedangkan warna 
kuning menunjukkan topik terbaru. 

 
 
 

 
 Gambar 9. Evolusi penelitian (Sumber: VOSviewer) 

 
Temuan menunjukkan bahwa penelitian 

awal berfokus pada e-government dan digitalisasi 
layanan dasar. Namun, penelitian terbaru mulai 
bergeser ke arah konsep yang lebih kompleks 
seperti smart governance, digital technology, dan 
rural digitalization (Gambar 9). Perubahan ini 
mencerminkan evolusi paradigma dari 
pendekatan administratif menuju pendekatan 
sistemik yang mengintegrasikan teknologi, data, 
dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, 
digital governance tidak lagi dipahami sebagai 
alat, tetapi sebagai ekosistem yang melibatkan 
berbagai aktor dan teknologi. 
 
Sintesis Teori 

Digital governance berkembang sebagai 
sistem multidimensional yang bertumpu pada tiga 
pilar utama: teknologi, tata kelola, dan partisipasi 
masyarakat. Teknologi berfungsi sebagai 
pendorong efisiensi dan inovasi layanan publik, 
sementara tata kelola memastikan prinsip 
transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Di sisi 
lain, partisipasi masyarakat menjadi indikator 
kunci keberhasilan, khususnya dalam konteks 
perdesaan. Ketiga dimensi ini saling terhubung 
dan membentuk ekosistem yang utuh, sehingga 
keberhasilan digital governance bergantung pada 
integrasi yang seimbang di antara ketiganya. 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 
keterkaitan antara digital governance dan 
partisipasi masyarakat perdesaan berkembang 
secara dinamis dan integratif dalam literatur 
global . Analisis bibliometrik mengidentifikasi 
empat klaster utama yang saling terhubung, 
mencerminkan integrasi antara teknologi, tata 
kelola, dan masyarakat. Perkembangan penelitian 
juga menunjukkan pergeseran dari e-government 
administratif menuju digital governance yang 
lebih sistemik, dengan fokus pada smart 
governance, inklusi digital, dan transformasi 
perdesaan. Secara teoretis, digital governance 
dibangun atas tiga dimensi utama: teknologi 
sebagai enabler, tata kelola sebagai fondasi 
normatif, dan partisipasi masyarakat sebagai 
indikator keberhasilan. Namun, implementasinya 
masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan 
digital, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya 
literasi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan 
kebijakan integratif yang menggabungkan 
penguatan teknologi, kapasitas kelembagaan, dan 
partisipasi masyarakat. Selain itu, pengurangan 
digital divide, penguatan regulasi, kolaborasi 
global, serta peningkatan literasi digital menjadi 
kunci dalam mewujudkan tata kelola digital yang 
inklusif dan berkelanjutan. 
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